
ASPEK HUKAM KETENAGAKERJAAN
SEKTOR MINYAK DAN GAS

DI ERA BERLAKUNYA UA. NO. 13 TAHUN 2OO3

Oleh : Sabeni Endik, SH

UMUM

flndang-undang Nomor 13 Tahun

2OO3 tentang Ketenagakeriaan telah

diundangkan pada tanggal 25 Maret

2003 dan seiak tanggal tersebut telah

menfadl hokum posltlf. Undang'undang

ini merupakan penggantl Undang'undang

Nomor 25 Tahun 1997 tentang

Ketenagakerlaan. Mengaturaspek'aspek

ketenagakerfaan secara luas baik sebelum

teriadi hubungan keria, dalam hubungan

kerla dan setelah berakhlrnya hubungan

kerla. Undang'undang lnt berlaku secara

umum, untuk semua sektor usaha, tetapl

dalam petaksanaannya untuk sektor dan

perusahaan tertentu dl berlakukan secara

khusus, mlsalnya ketentuan mengenal

waktu kerla, waktu istirahat dan cutl

paniang.

Harus diakul secara iuiur bahwa

implementasi UU ini tiddk mustahil akan

teriadi ketentuan-ketentuan yang

interaktif sehingga memerlukan cara

penyelesaian yang arif dan biiaksana. Hal

ini dapat berakibat kurang memberikan

kepastian hukum dan lebih laniut akan

mudah menlmbulkan perselisihan dalam

pelaksanaannya.

Dalam sistem hukum lndoneia, institusi

atau lembaga yang berwenang dalam

melakukan interpretasi suatu ketentuan

Undang-undang adalah badan peradilan

dalam hal lni dilakukan oleh hakim.

Untuk menghlndarl terfadl perbedaan

pendapat dalam pelaksaan Undang'

undang lnl dapat dltemPuh dalam 2

(dua) cara yang menurut hemat penulls

cukup efektif:

a. ketentuan-ketentuan yang berslfat

lnterpretatlve sefauh mungkln dlatur

kemball dalam Peraturan

pelakanaannya balk berupa Peraturan

Pemerlntah, Keputusan Preslden atau

Keputusan Menterl, namun dengan

ketentuan pengaturan tersebut tidak

menylmpang dari maksud dan tuiuan

yang dlatur dalam UU No' l3 Tahun

2W3.

b. diatur dalam Perianiian Keria

Bersama. PKB meruPakan

kesepakatan bersama, dan dengan

dimasukan ketentuan'ketentuan yang

bersifat interpretatif dalam PKB

berarti telah ada Persamaan

pemahaman dan menglkat kedua

belah pihak
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Hakimlah yang berwenang untuk

menetapkan apa yang dimaksud dengan

ketentuan yang bersifat interpretatif

tersebut. Karena itu sebaiknya apabila

teriadi perbedaan penafsiran atau

perbedaan pemahaman dan tidak dapat

diselesaikan secara musYawarah,

sebaiknya diaiukan pada pengadilan.

Namun ada kendala apablla dlkaltkan

dengan RUU tentang PenYelesalan'

Perselisihan Hubungan lndustrial yang

saat inl sedang dlbahas dl DPR'RI. Dalam

konsep PPHI, semua perkara tidak ada

upaya banding, dan tidak semua perkara

dapat dllakukan upaya Kasasi Pada

Mahkamah Agung.

Dengan tidak ada upaya Kasui untuk

kasus tertentu maka tidak ada

pembentukan hukum baru dalam bentuk

yurisprudensi atas suatu ketentuan yang

bersifat interpretatif.

Karena itu suatu putusan yang bersifat

tetap pada pengadllan tingkat pertama

atas ketentuan tertentu dalam bldang

ketenagakerfaan blsa berbeda antara

pengadilan yang satu dengan pengadllan

yang laln. Hal lnl dapat menimbulkan

kesan adanya "ketldak pastlan hukum"

dalam sistlm hukum khususnya hukum

ketenagakeriaan di lndonesia.

Meskipun banyak kendala dalam

pelaksanaannya, UU No. l3 Tahun

2003 telah meniadi hukum positif yang

harus dilaksanakan : Barangkali kata'kata

biiak orang Belanda, yang saya lupa

namanya perlu kita cantumkan dengan

seksama.

olebih baik mempunyai hukum yang

kurang balk tetapl dilaksanakan dengan

balk, dari pada mempunyal hukum yang

baik tetapi dilaksanakan dengan tldak

baiko,

Mudah-mudahan.

SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

DITINIAU DARI UNDANG.UNDANG

NOMOR I3 TAHUN 2OO3

Seperti telah disebutkan diatas, UU No.

l3 Tahun 20O3 tidak mengatur secara

khusus sektor minyak dan gas bumi.

Ada beberapa peraturan perundang'

undangan yang berkaitan dengan sektor

ini sebelum diberlakukannya UU ini yaitu

Peraturan Menterl Tenaga Keria Nomor

PER-OS/MEN/I995 tentang Perianiian

Keria Waktu Tertentu pada Perusahaan

Pertambangan Mlnyak dan Gas Buml dan

Keputusan Menterl Tenaga Kerla Nomor

KEP-64|MEN/1997 tentang Waktu

Kerla, Waktu lstlrahat dan Perhltungan

Upah Lembur pada Perusahaan

Pertambangan Mlnyak dan Gas Buml

serta Panas Buml dl Daerah Lepas Pantal

atau Daerah Operasi Tertentu.

Dengan berlakunya UU No. 13. Tahun

2OO3 apakah kedua Peraturan
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perundang'undangan tersebut masih

berlaku?

Sesuai dengan ketentuan Pasal l9l UU

No. 13 Tahun 2003 mengenai Peraturan

Peralihan menyatakan bahwa :

"Semua peraturan Pelaksanaan Yang

mengatur ketenagakeriaan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan

dengan/atau belum diganti dengan

peraturan yang baru berdasarkan

Undang-undang ini".

PKWT Dalam PERMEN No. PER'05

Tahun 1995 dilihat dari UU No. 13

Tahun 2OO3.

a. Hubungan Keria

Berdasarkan ketentuan Pasal I huruf

a Permen tersebut, hubungan keria

adalah antara pekeria/buruh dengan

pengusaha minYak dan gas dan bukan

dengan pemberi keria. Dalam

Permenaker ini Yang dimakud

dengan Pemberi kerla adalah

Perusahaan Pertambangan Minyak

dan Gas Bumi dan Pengusaha Sumber

Daya Panas Buml

Sedangkan Yang dimaksud dengan

Perusahaan MinYak dan Gas Bumi dan

Pengusaha Sumber DaYa Panas Bumi

hanya terbatas Pada Perusahaan'

perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal t huruf b.

Sedangkan Yang dimakud dengan

pengusaha Sesuai Pula dengan

ketentuan Pasal I huruf c pengusaha

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

yang selaniutnya disebut Pengusaha

Migas adalah orang vang dituniuk

mewakili perusahaan migas.

Ketentuan-ketentuan tersebut

diatas tidak seialan atau bahkan

bertentangan dengan ketentuan'

ketentuan PKWT yang diatur dalam

Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003

yang mengharuskan adanYa

hubungan keria yang langsung antara

pekeria/buruh dengan pemberl keria

yang dalam hal ini Perusahaan

Minyak dan Gas Bumi dan dilarang

mewakilkannya pada pihak lain.

b. Pekerlaan vang dapat diperianiian

Pekeriaan yang dapat diperianiikan

dalam PKWT menurut KEPMEN 05

Tahun 1995 Pasal 2 ayat (2)

metiputi pekeriaan yang

oleh :

1. tenaga ahli atau

profesional;

dilakukan

tenaga

2. tenaga keria ProYek;

3. awak kapal kontrak;

4. tenaga keria Pengamanan

perusahaan;

5. tenaga kerja khusus.

Pekerjaan yang dapat dikerjakan dalam

PKWT dalam KEPMEN 05 Tahun 1995

adalah pendekatan.dari sudut pekerj a/buruh
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itu sendiri bukan dari sudut sifat dan jenis

pekerjaan.

Ketentuan ini tidak seialan dengan

ketentuan Pasal 59 ayat ( 1 ) dan ayat

(2) UU No. 13 Tahun ZOQl Yang

menyatakan secara tegas bahwa :

"Perianiian keria waktu tertentu

hanya dapat dibuat untuk pekeriaan

tertentu yang menurut ienis dan sifat

atau 
_ _k_egla13n, . Pelp-rlaan!1ye - 

q-kan

selesal dalam waktu tertentu yaltu :

1. pekerlaan yang sekall selesal atau

yang sementara slfatnYa.

2. pekeriaan Yang dlperkirakan

penyelesaiannYa dalam waktu

yang tidak terlalu lama dan Paling

lama 3 (tiga) tahun.

3, pekeriaan yang bersifat muslmar.

4, pekerlaan Yang berhubungan

dengan Produk baru, keglatan

baru, atau Produk tambahan Yang

masih dalam Percobaan atau

Penialakan.

Disamplng ienls'fenis dan sifat pekeriaan

tersebut diatas yang perlu diingat adalah

bahwa PKWT tidak daPat dilakukan

untuk pekeriaan vang bersifat tetap

sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat

(2) UU No. 13 Tahun 2043.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003,

PKWT dapat diperpaniang atau

diperbaharui. PKWT yang diadakan atas

iangka waktu tertentu dapat diadakan

untuk paling lama 2 (dua) tahun dan

hanya boleh diperpaniang 1 (satu) kali

untuk iangka waktu paling lama 1 (Satu)

tahun dengan ketentuan perpanjangan

dilakukan 7 (tuiuh) harl sebelum PKWT

berakhir. Dari ketentua ini dapat

dianikan bahwa PKWT atas dasar waktu

tertentu paling lama 3 (tiga) tahun

sebagalmana dlatur dalam Pasal 59 ayat

(3) dan ayat (4).

Bagaimana seandainya Pengusaha

memerlukan waktu yang lebih lama dari 3

(tiga) tahun. Hal lnl dapat dilakukan

dengan pembaharuan. Pembaharuan

hanya dapat dllakukan hanya I (satu) kali

dan paling lama 2 (dua) tahun dan

dengan ketentuan telah melebihl tenggang

waktu 30 (tlga puluh) hari berakhirnya

PKWT. Darl ketentuan tersebut dapat

dlslmpulkan bahwa PKWT dapat dladakan

paling lama 5 (lima) tahun.

Pengertian Pembaharuan Pada

umumnya dapat dltafslrkan bahwa syarat'

syarat dan kondisl kerla PKWT Yang

diperbaharui lebih baik dari PKWT

sebelumnya. Hal ini didukung dengan

pendapat umum yang menyatakan hak

pekerja/buruh yang sudah diberikan tidak

boleh dikurangi. Tetapi apabila PKWT

dilihat dari hukum perianiian yang diatur

dalam perdata, dimungkin bahwa

pembaharuan PKWT tidak . diartikan

bahwa kondisi dan syarat'syarat keria
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harus lebih baikdari PKWT sebelumnya

,hal ini tergantung kesepakatan antara

pekeria/buruh dan Pengusaha.

Amat penting untuk diperhatikan adalah

apabila teriadi pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan mengenai pekeriaan

yang dapat di PKWT-kan, syarat-syarat

perpaniangan dan perubahan, maka demi

hukum PKWT akan berubah meniadi

Perianiian Keria Waktu Tid

atau PKWTT.

Dari ketentuan'ketentuan tersebut

diatas, makadapat disimpukan bahwa

PK\/T yang diadakan setelah 25 Maret

2OO3 dan berdasarkan ketentuan'

ketentuan yang diatur dalam Permenaker

No. PER'05/MEN/1995, demi hukum

statusnya berubah meniadi PKWTT dan

PKWT yang diadakan sebetum 25 Maret

2@3 dan berdasarkan Permen

OS/Men/I995 statusnya tetap berlaku

sampai berakhirnya PKWT tersebut'

PEMBORONGAN PEKER]AAN

Pemborongan pekeriaan diatur dalam

Pasal 64 sld Pasal 66 UU No' 13

Tahun 2003. Perusahaan MinYak, Gas

Bumi dan Sumber DaYa Bumi daPat

menggunakan ketentuan'ketentuan

mengenai Pemborongan Pd<eriaan'

Yang dimaksudkan dengan pemborongn

pekeriaan adalah menyerahkan sebaglan

pelaksanaan pekeriaan kepada perusahaar

lain melalui perianiian pemborongan

pekeriaan. Pekeriaan Yang daPat

diserahkan kepada Perusahaar lama

hanyalah pekeriaan'pekeriaan yang

memenuhi syarat sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) UU

No. 13 Tahun 2003 Yaitu :

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan

utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung

atau tidak langsung dari Pemberi

pekeriaan;

c. merupakan kegiatan Penuniang

perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi

secara keseluruhan.

Ketentuan tersebut diatas bersifat

akumutatif, artinya pekeriaan yang dapat

diborongkan harus memenuhi semua

syarat yang ditentukan tersebut.

Ketentuan'ketentuan khususnya "kegiatan

penuniang Perusahaan secara

keseluruhan" sangatinterpretatif. Apa

yang dimaksud dengan kegiatan

penuniang sangat debatable.

Namun apapun Yang dimaksud dengan

kegiatan Penuniang maka kegiatan

tersebut harus diuli apakah kegiatan

tersebut telah memenuhi semua

persyaratan lainnya. Misalkan pekeriaan

keamanan (Satpam SecuritY).

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan

penuniang perusahaar, dapat dilakukan

secara terpisah, dapat dilakukan dengan
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perintah langsung atau tidak langsung dari

pemberi keria dan kegiatan SatPam

tidak menghambat produki secara

langsung. Karena telah memenuhl

keempat syarat tersebut, maka pekeriaan

pengamanan perusahaan (Satpam) dapat

dikatagorikan pekeriaan yang dapat

diborongkan kepada pihak lain. Begitu

pula bagi pekeriaan'pekeriaan lain harus

diuii apakah telah memenuhi keempat

syarat seperti tersebut diatas.

Perusahaan pemborong pekeriaan harus

berbentuk badan hukum. Penielasan

Pasal 65 ayat (3) tidak memberikan

penjelasan apa yang dimakudkan dengan

badan hukum, dan ol€h karena itu dapat

dartikan yang dimaksud dengan badan

hukum meliputi Perseroan Terbatas (PT),

Badan Hukum Koperasi, Badan Hukum

Yayasan dan mungkin pula Badan Hukum

dalam bidang pendidikan. Hal ini

dimungkinkan misalnya pekeriaan yang

bersifat penelitian dapat diboronglon

pada badan hukum pendidikan misalnya

lTB, CAMA dan lah'lain.

Untuk memberikan Perlindungn

terhadap Pekeria/buruh

dalampemborongan Pekeriaan, maka

secara tegas Pasal 65 ayat (4)

menyatakan :

"Perlindungan keria dan syarat'syarat

keria bagi pekeria/buruh pada perusahaat

pemborong pekeriaan sekurang-

kurangnya sama dengan perlindungan

keria dan syarat-syarat keria pada

perusahain pemberl pekerfaan atau sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku".

Dari ketentuan tersebut yang paling

banyak mendapatkan pertanyaan

adalahapakah upah pekerfa/buruh yang

bekeria pada perusahaan pemborongan

pekerlaan sekurangkurangnya harus sama

dengan upah pekerja/buruh yang bekeria

pada perusahaar pemberi kerja untuk

pekeriaan ying sama. Apabila dilihat

dari adanya kata "atau sesual dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku" dapat diartikan tldak harus sama

tetapi perlu diingat lndonesia telah

meratifikasi Konvensi ILO No. 100

mengenai upah yang sama bagi perkeria

laki-laki dan pekeria/buruh perempuan

untuk pekeriaan yang sama, Konvensi

ILO No. lll mengenai Larangan

Diskriminasi dalam pekeriaan dan iabatan.

Ketentuan dalam kedua Konvensi ILO

tersebut diimplementasikan lebih laniut

dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003

yang menyatakan secara tegas bahwa

setiap pekeria/buruh berhak memperoleh

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi

dari pengusaha. Dari beberaPa

ketentuan tersebut dapat diartikan. bahwa

upah pekeria/buruh yang bekeria pada
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perusahaan pemborongan pekeriaan harus

sama dengan upah pekeria/buruh yang

bekerja pada perusahaan pemberl kerja

untuk pekeriaan yang sama.

Hubungan kerja dalam perianiian

pemborongan pekerjaan adalah hubungan

keria antara pekeria/buruh dengan

perusahaan pemborong pekerjaan.

Hubungan kerja ini bisa teriadi

berdasarkan :

l. perianiian keria waktu teftentu

(PKWrh

2. perjanjian kerja waktu tidak tertentu

(PKWTT).

PKWT dalam perianiian pemboronpn

pekeriaan tunduk pada ketentuan'

ketentuan mengenai PKWT, begitu pula

PKWTT dalam perianjian pemborongan

pekerjaan tunduk pada ketentuan-

ketentuan mengenai PKWTT pada

umumnya.

Ada ketentuan yang perlu diperhatikan

dalam perianiian keria dalam perianiian

pemborongan pekeriaan yaitu apabila

syarat-syarat mengenai pekeriaan )rang

dapat diborongkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (2) dan syarat

perusahaan pemborong pekeriaan harus

berbadan hukum sebagalmana dlmaksud

dalam ayat (3) dilanggar, maka hubungan

kerja beralih dari hubungan keria antara

pekeria/buruh yang semula dengan

perusahaan pemborong pekeriaan beralih

kepada perusahaan pemberi keria. Dalam

hal terladi perallhan hubungan kerfa

seperti tersebut diatas, maka perjaniian

kerja antara pekeria/buruh/buruh dengan

perusahaan pemberi kerja sesuai dengan

perianjian kerja antara pekeria/buruh

dengan perusahaan pemborong pekeriaan

yaitu dapat berbentuk PKWT atau

PKWTT.

PENYEDTA IASA PEKERIA/BURUH

Perusahaan minyak, gas bumi dan

pengusaha sumber daya panu bumidapat

pula menyerahkan sebagian pelakanaan

pekeriaan kepada perusahaan penyedia

iasa pekeria/buruh. Berbeda dengan

pemborongan pekerjaan, perusahaan

penyedia jasa pekerja/buruh,

mempekeriakan pekerja/buruh pada

perusahaan pemberi keria untuk

mempekeriakan pekerjaan tertentu dari

perusaham pemberi kerja.

Pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan

oleh perusahaan penyedia iasa harus

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 56 ayat (l ) UU No. 13

Tahun 2003, yaitu:

a. pekerjaan yang bukan merupakan

keglatan pokok;

b. pekeriaan yang tidak berkaitan

langsung dengan proses produksi;
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c. pekeriaan yang hanya bersifat lasa

penuniang.

Hubungan kerja dalam penyediaan iasa

pekeria/buruh adalah antara

pekeria/buruh dengan perusahaan iasa

penyediaan iasa Pekeria/buruh.

Hubungan kerianya bisa diduarkan atas

PKWT atau PKWTT.

Dalarn penyediaan iasa tenaga

keria/buruh tunduk pada ketentuan'

ketentuan yang mengatur bagi kedua

perfanlian keria tersebut. Namun ada

perbedaan dimana PKWT dalam

penyedlaan pekerfa/buruh harus dibuat

secara tertults, sedangkan PKWTT secara

umum dapat dibuat secara lisan, dengan

ketentuan pengusaha harus membuat

surat pengangkatan.

Perianiian penyediaan iasa pekeria/buruh

dengan perusahaan pemberl keria harus

dibuat secara tertulis. Perusahaan

penyedia iasa pekeria/buruh harus

berbadan hukum dan memiliki izin dari

instansi yang bertangung iawab dl bidang

ketenagakeriaan. lni agak berbeda

dengan perusahaan pemborong pekeriaan

yang tidak memerlukan izin darl instansi

tersebut. Dalam hal ketentuan-ketentuan

mengenai pekeriaan yang boleh dilakukan

oleh perusahaan iasa pekeria/buruh dan

ketentuan-ketentuan harus berbadan

hukum dan memiliki izin dari instansi

yang bertanggung iawab dibidang

ketenagakerjaan tersebut dilanggar, maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat

(4) maka hubungan kerianya beralih

meniadi hubungan kerja antara

pekeria/buruh dengan perusahaan

pemberi keria dan perjaniian kerianya bisa

dalam bentuk PKWT atau PKWfi sesuai

dengan perjaniian keria antara

pekerja/buruh dengan perusahaan jasa

penyedia lasa pekerja/buruh.

WAKTU KERIA DAN WAKTU

ISTIRAHAT

Undang-undang Nomor l3 Tahun 2003

telah menetapkan waktu keria secara

umum sebagaiberikut :

a. 7 (tujuh) iam 1 (satu) hari dan 40

iam I (satu) minggu untuk 6 hari

keria dalam I (satr) minggu;

b. 8 (delapan) iam I (satu) hari atau 40

(empat puluh) iam I (satu) minggu

untuk 5 (lima) hari keria dalam I

(satu) mlnggu.

Ketentuan waKu keria lni berlaku umum,

tetapl dimungkinkan untuk sektor'sektor

usaha atau pekeriaan tertentu diatur

tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Hingga saat ini ketentuan waktu keria

tersebut belum dikeluarkan oleh Menteri.

Sesuai dengan ketentuan pasal 191

mengenal peraturan peralihan, maka

Keputusan Menteri Tenaga Keria Nomor

26



KEP-64/MENI1 997 maslh tetap berleku

sepaniang tidak bertentangan dengan

ketentuan-ketentuen UU No. 13 Tahun

2003 atau digantl Yang baru.

Dalam UU No. l3 Tahun 2003

tidak mengatur izin penyimpangan waktu

kerja, sedangkan dalam Kepmenaker No.

KEP-64/MEN/1997 tentang Waktu

Kerja, Waktu lstirahat dan Perhitungan

Upah Lembur di Sektor Minyak dan Gas

Bumi seperti ditegaskan dalam Pabal 't

menyatakan bahwa penyimpangan waktu

keria harus mendapatkan izln terlebih

dahulu dari Direktur Jenderat Pembinaan

Hubungan lndustrial dan Pengawasan

Ketenagakeriaan Cq. Direktur Pengawasan

Norma Keria. Disamping tldak mengenal

lembaga izin, dalam era otonomi daerah

sesuai dengan UU No. 22 dan PP 25

tentang Otonomi Daerah, pengawasan

dalam bidang ketenagakerjaan sudah

meniadi kewenangan daerah. Darl

ketentuan-ketentuan tersebut dlatas dap*

diartikan bahwa sebelum dikeluarkannya

Kepmen baru mengenai waktu keria

untuk sektor usaha atau Pekeriaan

tertentu, maka KePmenaker Nomor

KEP-64/UEN/1997 masih tetap

berlaku, tetapi pelaksanaannya harus

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan

UU No. l3 Tahun 2OO3.

WAKTU ISTIRAHAT

Waktu lstirahm merupakan hak

pekeria/buruh.

Dalam UU No. 13 Tahun 2OO3, waktu

istirahat meliputi :

a. istirahat jam keria, diberikan setengah

iam setelah bekeria selama 4 (empat)

lam terus menerus;

b. istlrahat mingguan :

- l (satu) hari untuk 6 (enam)

harl keria seminggu;

- 2 (dua) harl untuk 5 (llma) hari

keria seminggu.

c. cutl tahunan, diberikan sekurang'

kurangnya 12 (dua belas) hari keria

setelah pekeria/buruh buruh bekeria

selama 12 (dua belas) bulan terus

menerus;

d. istirahat paniang diberikan setelah

pekeria/buruh telah bekeria selama 6

(enam) tahun secara terus menerus

pada perusahaat yang sama. Cutl

diberikan selama 2 (dua) bulan dan

dilakanakan pada tahun ketuiuh dan

kedelapan.

Ketentuan cuti paniang ini belum dapat

dilakanakan secara otomatis karena

ketentuan-ketentuan mengenai

perusahaar tertentu yang diwaiibkan

melaksanakan belum diatur oleh

Keputusan Menteri.
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Banyak pertanyaan, kaPan hak cuti

paniang tersebut mulai berlaku, apabila

Keputusan Meneteri tersebut telah

diterbitkan.

Hak cuti paniang lahir berdasarkan UU

No. 13 Tahun 2OOl Yang diundangkan

sejak tanggal 25 Maret 2OO3, karena itu

hak cuti paniang dihitung seiak mulai

berlaku UU No. 13 Tahun 2003 Yaitu

tanggal 25 Maret 2OO3.

Karena sektor minyak, gas dan Panas

bumi mempunyai aturan sendlri tentang

waktu istirahat sebagaimana dlatur dalam

Kepmenaker Nomor KEP'64/MEN/

1997, ketentuan tersebut tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan belum

diganti dengan yang baru.

Dalam Draft Kepmen tentang Perusahaan

yang diwajibkan melaksanakan cuti

panjang, sektor Minyak, dan Gas Bumi

termasuk perusahaar yang diwaiibkan.

Karena ketentuan cuti paniang tidak

diatur dalam Kepmen tersebut, maka

ketentuan mengenai cuti paniang dalam

Pasal'79 ayat (2) huruf d dan ayat ('l)

UU No. 13 Tahun 2OO3diberlakukan

bagl sektor mlnyak, gas dan pana bumi.*

kd/ot

Sabeni Enrlllt, SH

tahtr dt Ja.karta tanggal 20 Aprll 1949, Pendldtkan Fakultas f,uliln Untag Jalafia, saat lnl mo4abat

Kepala Baglan penelaa^han f,ukun dan Konvensl lntemastonal, Blro Eulum dan lil.l{ IloDnakertralrs.
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